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KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah
serta karunia-Nya, sehingga Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum dapat
menyelesaikan “Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah
Daerah Tahun 2025.

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu indikator atas keberhasilan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pada level Meso. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pada seluruh Pemerintah Daerah harus dapat memberikan dampak yang dirasakan langsung
oleh masyarakat, birokrasi yang lincah dan cepat serta bukan hanya tumpukan kertas. Oleh
karenanya dalam upaya mendorong percepatan pembangunan nasional melalui terciptanya tata
kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif, Kementerian Hukum berupaya
untuk meningkatkan kualitas regulasi melalui sinergitas regulasi berbasis simplifikasi dan
meningkatkan peran partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum untuk meningkatkan kualitas
regulasi adalah melakukan optimalisasi pelaksanaan penilaian IRH pada seluruh Pemerintah
Daerah dengan memberikan pedoman/petunjuk yang jelas serta melakukan pendampingan bagi
Pemerintah Daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipan serta nilai
yang diperoleh Pemerintah Daerah minimal berkategori “Baik”.

Kementerian Hukum menyadari bahwa pelaksanaan penilaian IRH ini membutuhkan kerja
sama, sinergi dan kolaborasi dengan seluruh Pemerintah Daerah guna mewujudkan peningkatan
kualitas regulasi. Oleh karenanya kami berharap Pedoman Pelaksanaan Penilaian IRH ini dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman serta sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah
dalam pemenuhan data dukung IRH agar penilaian IRH dapat dilakukan secara optimal dan tepat
waktu.

Kami menghaturkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan Pemerintah Daerah atas
kesediaan dan partisipasi aktifnya dalam penilaian IRH Tahun 2025 serta tak lupa kami juga
memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT memberikan
kemudahan dan kelancaran bagi kita semua dalam melaksanakan tugas ini dengan sebaik-
baiknya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2025

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Hukum,

Andry Indrady, Ph.D.



KATA PENGANTAR

Reformasi Birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur
pemerintahan dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi
kehidupan demokrasi di Indonesia.Reformasi Birokrasi merupakan perubahan besar dalam
paradigma dan tata kelola pemerintahan serta merupakan pertaruhan besar Bangsa Indonesia
dalam menghadapi tantangan saat ini dan kedepan. Dalam rangka pelaksanaan Reformasi
Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
Salah satu agenda Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah penataan di bidang peraturan
perundang-undangan. Untuk pelaksanaannya diperlukan instrumen penilaian berupa indeks
reformasi hukum. Oleh sebab itu perlu dibuat suatu pedoman dalam melakukan penilaian IRH.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya
dapat terlaksana dengan baik penyusunan “Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks
Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah”.

Kementerian Hukum pada tahun 2024 telah melakukan Penilaian IRH di lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang meliputi 629 instansi, terdiri dari 83
Kementerian/Lembaga dan 545 Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan Penilaian IRH
tersebut diikuti sebanyak 572 instansi, terdiri dari 79 Kementerian/Lembaga dan 493
Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2024, terdapat 57 instansi yang tidak
dapat dinilai yang terdiri dari 4 Kementerian/Lembaga dan 53 Pemerintah Daerah. Kondisi ini
disebabkan oleh kurangnya pemahaman Instansi pemerintah dalam pelaksanaan Penilaian
IRH. Pada tahun 2025 berdasarkan Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia telah ditetapkan instansi yang akan dilakukan penilaian IRH pada tahun 2025
sebanyak 639 instansi yang terdiri dari 93 Kementerian/Lembaga dan 546 Pemerintah
Daerah. Untuk meningkatakan penilaian dan keikutsertaan pada Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah maka diperlukan Pedoman Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah untuk
menjadi panduan dalam pelaksanaan penilaiannya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kemenkum, Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku
pendukung Pelaksanaan Penilaian IRH serta semua pihak yang telah membantu.

Jakarta, Februari 2025

Kepala Pusat Strategi Kebijakan
mbentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pembinaan Hukum,

Junarlis, S.H., M.Si.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu indikator sasaran reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Untuk memperoleh gambaran atas pencapaian sasaran tersebut, salah satu cara yang dapat

dilakukan yakni dengan melakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai salah satu

upaya mereviu berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Daerah.

Sebagai wujud menjalankan amanat reformasi birokrasi tersebut, Kementerian Hukum

diamanatkan sebagai leading instution dalam pelaksanaan program meso di bidang reviu

terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat

daerah. IRH merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan

identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem

regulasi di Indonesia.

B. Dasar Hukum

1.
2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;

Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.02 Tahun 2023
tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum
(IRH) dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dari Sekretariat Jenderal kepada Badan

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah
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oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1133);
C. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini digunakan sebagai acuan ataupun petunjuk teknis bagi seluruh stakeholder
yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan penilaian IRH, seperti Tim
Penilai Mandiri yang terdiri dari Tim Kerja dan Tim Asesor setiap instansi, Tim Sekretariat
Nasional dan Tim Sekretariat Wilayah. Pelaksanaan Penilaian IRH dimulai dari sosialisasi,
pendampingan dan verifikasi awal, pengunggahan data dukung, penilaian mandiri dan submit
berita acara, validasi dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional dapat terlaksana dengan baik dan
maksimal dengan berpartisipasinya secara menyeluruh setiap Pemerintah Daerah di seluruh

Indonesia.

D. Ruang Lingkup
Peserta penilaian IRH mencakup seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Penilaian dilakukan terhadap empat variabel pengukuran, meliputi tingkat koordinasi dalam
harmonisasi regulasi, kompetensi aparatur sipil negara sebagai Perancang Perundang-
undangan (legal drafter), kualitas hasil reviu Peraturan Perundang-undangan dalam mendorong
re-regulasi atau deregulasi, serta terkait dengan penataan Database Peraturan Perundang-

undangan.

E. Pengertian

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Reformasi Birokrasi adalah proses perubahan, pembuatan, dan pelaksanaan dalam upaya
memperbaiki sistem regulasi yang berkualitas, efektif, dan efisien pada Pemerintah Daerah;

3. Reformasi Hukum adalah proses perubahan pembuatan, dan pelaksanaan dalam upaya
memperbaiki sistem regulasi yang berkualitas, efektif, dan efisien pada Pemerintah Daerah;

4. Indeks Reformasi Hukum adalah sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada
Pemerintah Daerah;

5. Aplikasi Indeks Reformasi Hukum adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk
mendukung pemenuhan data dukung dan penilaian IRH Pemerintah Daerah;

6. Tim Kerja adalah tim yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertugas dan
bertanggung jawab dalam pemenuhan dan penginputan data dukung ke dalam aplikasi
penilaian IRH;

7. Tim Asesor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Eselon I/Eselon II, yang
terdiri dari Ketua dan anggota yang berasal dari Pejabat Struktural atau Fungsional di
lingkungan instansi pemerintah yang bertugas melakukan penilaian mandiri IRH di tingkat
Pemerintah Daerah;

8. Tim Sekretariat Wilayah adalah tim yang melakukan koordinasi, sosialisasi, pendampingan

verifikasi dan penilaian awal pada lembar kontrol, pendampingan dalam penilaian mandiri,
3



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

dan klarifikasi nilai awal dari Tim Penilaian Nasional IRH pada Pemerintah Daerah selaku
peserta Penilaian IRH;

Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan
oleh Menteri Hukum yang memiliki tugas menilai IRH pada Pemerintah Daerabh;

Subjek Penilaian adalah Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disingkat Perancang, adalah
Pegawai Negeri Sipil baik di dalam dan/atau di luar Kementerian Hukum yang telah diangkat
dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi pembina perancang untuk
melakukan kegiatan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan
instrumen hukum lainnya;

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu
kegiatan untuk mensinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan agar tidak
bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan pengadilan yang
dikoordinasikan oleh Kementerian yang memiliki urusan di bidang hukum;

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah
pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan ahli pertama;

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah
Kementerian Hukum;

Analisis dan Evaluasi Hukum adalah kegiatan yang meliputi, analisis dan evaluasi Peraturan
Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis serta Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, analisis permasalahan hukum, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan
Peraturan Perundang-undangan, analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan
pelaksanaan perjanjian, analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi
hukum, serta advokasi hukum;

Pejabat Fungsional Analis Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum;

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah Kementerian Hukum;
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan
berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara

lengkap, akurat, mudah, dan tepat.



BAB Il
PERAN KANTOR WILAYAH UNTUK PENILAIAN IRH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

A. Tugas dan Fungsi Tim Sekretariat Wilayah

Tugas Tim Sekretariat Wilayah Kanwil Kementerian Hukum pada Penilaian IRH Tahun 2025

sebagai berikut :

1.

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meminta Person in Charge (PIC),
membentuk Tim Penilai Mandiri yang terdiri dari Tim Kerja dan Tim Asesor yang
dikomunikasikan melalui koordinator wilayah masing-masing.

Melakukan Sosialisasi

Terkait Penilaian IRH, Tim Sekretariat Wilayah di masing-masing daerah melakukan
sosialisasi kepada seluruh Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan wilayah masing-
masing.

Melakukan Pendampingan

Tim Sekretariat Wilayah melakukan pendampingan pengunggahan data dukung kepada tim
kerja masing-masing instansi yang sudah disusun dalam penilaian mandiri pelaksanaan IRH
pada Pemerintah Daerah.

Melakukan Verifikasi Data Dukung

Tim Sekretariat Wilayah melakukan verifikasi dengan mengisi lembar kontrol di setiap
variabel pada Pemerintah Daerah masing-masing Sekretariat Wilayah. Verifikasi
dimaksudkan untuk melihat kelengkapan dan relevansi data dukung yang diunggah. Apabila
data dukung yang diunggah tersebut belum lengkap maka Tim Sekretariat Wilayah dapat
meminta Tim Kerja untuk melengkapi data dukung.

Melakukan Klarifikasi Nilai Awal dari Tim Penilai Nasional

Setelah Tim Penilai Nasional melaksanakan penilaian pada aplikasi diperoleh nilai awal yang
akan disampaikan ke Pemerintah Daerah. Kemudian Tim Sekretariat Wilayah melakukan
klarifikasi kepada tim kerja dan tim asesor instansi. Dalam hal terdapat gap atau perbedaan
nilai mandiri dan nilai awal Pemerintah Daerah dapat melakukan Klarifikasi kepada Tim
Sekretariat Wilayah. Hasil Klarifikasi tersebut menjadi bahan pembahasan dalam kegiatan

forum yang diselenggarakan oleh Tim Sekretariat Nasional IRH.



B. Alur Kerja Tim Sekretariat Wilayah

Feb -
April
. . Penggunggahan ;
Penetapan Sosialisasi pj:s%r;ﬂiﬂg;” Per;\!a}zn Validasi dan Rapat  gerits Acara dan Per;.'eta‘:aan gvajlungI
Tim Kerja IRH Oleh Aval masn b'” dan Penilaian Pleno Surat Hasil 0 asl e?&a\an
dan Tim Tim Unaoahan B ':El "AT“t oleh TPN Penetapan  Penilaian IRH
Asesor Sekretariat 99 erita Acara serta Penilaian IRH  ©/eh Menkum
" . Data Dukung oleh Tim . :
Instansi Nasional dari Tim Keri AS klarifikasi yang
Wilayah artiim rena esor nilai dari TPN ditandatangani

Kepala Badan BSK

C. Alur Pelaksanaan Penilaian IRH Pemerintah Daerah Tahun 2025

Tim Sekretariat Nasionall Wilayah
Pemenuhan (KANWIL KEMENKUM) ] snal
dan AKUN 3
Pengunggahan Mandiri Peran Tim secretariat :

Kemenkum

Data Dukung 1. Sosialisasi dan pembinaan AKUN 4
2. Melakukan pendampingan
pengunggahan data dukung
\3. Memverifikasi dan memvalidasi

Sekretariat

Berita
1RH acara Hasil Validasi dan
Penilaian Penilaian
AKUN 6

[

Menteri
Hukum

ilai IRH
K/L/Pemda Ponflalan

Elektronik

Keterangan Alur Penilaian IRH sebagai berikut:

1. Alur Penilaian IRH untuk Pemerintah Daerah dimulai Tim Sekretariat Wilayah Kementerian
Hukum melaksanakan sosialisasi Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota di wilayah
masing-masing, jadwal sosialisasi pada bulan Februari sampai dengan Bulan Maret.

2. Tim Sekretariat Wilayah melakukan pendampingan kepada Tim Kerja instansi dalam
mengunggah data dukung pada aplikasi IRH dengan menggunakan Akun 1, jadwal
pengunggahan data dukung pada bulan April sampai dengan Bulan Juni.

3. Setelah data dukung selesai diunggah ke aplikasi oleh Tim Kerja, maka Tim Asessor
melakukan verifikasi dan validasi data dukung. Jika data dukung masih ada yang kurang
atau salah, Tim Asessor dapat meminta Tim Kerja untuk memperbaiki dan melengkapi
kekurangan data dukung tersebut. Jadwal pelaksanaan verifikasi dan validasi berakhir pada

bulan Juli.



10.
11.
12.

Hasil verifikasi dan validasi data dukung yang sudah benar, maka Tim Asessor akan menilai
penilaian IRH pada aplikasi yaitu Nilai Mandiri. Setelah melakukan penilaian, Tim Asessor
membuat Berita Acara ditandatangani oleh koordinator Assesor dan Tim, setelah selesai
ditandatangani Berita Acara di submit ke Tim Penilai Nasional pada aplikasi IRH. Jadwal
pembuatan dan mensubmit Berita Acara dilaksanakan pada bulan Juli.

Tim Sekretariat Wilayah melakukan verifikasi dan validasi keikutsertaan peserta penilaian
IRH pada Pemerintah Daerah wilayah masing-masing, jadwal verifikasi dan validasi

dilaksanakan pada Akhir bulan Juli atau sebelum aplikasi ditutup.

Tim Penilai Nasional melakukan penilaian IRH sesuai data dukung yang diunggah masing-
masing peserta pada aplikasi IRH sebagai nilai awal. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan
Agustus.

Tim Sekretariat Wilayah melakukan klarifikasi nilai awal kepada Tim Penilai Nasional.
Apabila tidak ada klarifikasi nilai awal, maka nilai tersebut akan menjadi nilai IRH. Kegiatan
ini dilaksanakan pada bulan Agustus.

Tim Sekretariat Nasional memfasilitasi rapat pleno nilai IRH dengan Tim Penilai Nasional,
jika sudah disepakati nilai IRH maka Sekretariat Nasional IRH mengunggah Berita Acara
berdasarkan masing-masing wilayah dan mengunggah Surat Hasil Penilaian peserta
Penilaian IRH.

Tim Sekretariat Nasional IRH melalui koordinator wilayah mengunggah Surat Hasil Penilaian
IRH Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum
secara elektronik.

Surat Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah diserahkan kepada Menteri Hukum.
Penetapan Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah diserahkan oleh Menteri Hukum.
Penetapan Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah diserahkan oleh Menteri Hukum kepada
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan diinput ke portal
Kementerian PAN RB.



BAB llI
MEKANISME PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH

Mekanisme Penilaian Mandiri IRH pada Pemerintah Daerah sebagai pengampu tugas dalam
pelaksanaan penilaian mandiri IRH di setiap Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang menangani bidang
hukum. Dalam proses penilaian mandiri IRH, terdapat tahapan yang perlu diperhatikan:

A. Persiapan

Pada tahap persiapan, unit organisasi yang mengampu tugas pelaksanaan penilaian mandiri
IRH pada masing-masing Pemerintah Daerah harus membentuk Tim Penilai Mandiri yang terdiri
dari Tim Kerja dan Tim Asesor instansi yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK)
Kepala Daerah. Adapun konsep SK Tim Kerja dan Tim Asesor Penilaian IRH terdapat pada
lampiran .

Pembentukan Tim Penilai Mandiri yang terdiri dari Tim Kerja dan Tim Asesor diutamakan
melibatkan pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum.
Tim Kerja bertugas dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan pengunggahan data
dukung ke dalam Aplikasi Penilaian IRH, sesuai dengan variabel penilaian IRH sebagaimana
tertuang dalam Bab V pada pedoman penilaian IRH. Tim Asesor bertugas melakukan verifikasi

dan penilaian atas pemenuhan data dukung pada Aplikasi Penilaian IRH.

B. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan penilaian mandiri IRH pada setiap Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh
Tim Penilai Mandiri yang terdiri dari Tim Kerja dan Tim Asesor yang telah dibentuk. Sebelum
melakukan tugasnya Tim Kerja dan Tim Asesor instansi harus memahami setiap kuesioner,
petunjuk pengisian dan data dukung yang diperlukan untuk memenuhi penilaian mandiri yang

akan dilakukan oleh Tim Asesor instansi.

1. Pengunggahan Data Dukung

Tim kerja instansi mengumpulkan dan mengunggah data dukung yang dimiliki sesuai dengan
jenis dokumen yang dibutuhkan untuk mengisi setiap kuesioner IRH. Data dukung yang

diunggah pada tahun penilaian IRH 2025 adalah data dukung tahun 2024.
2. Penilaian Mandiri

Penilaian mandiri dilakukan oleh Tim Asesor dengan cara menilai data dukung yang telah
diunggah oleh tim kerja dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Mandiri dengan

ketentuan sebagai berikut:
a) Mengunduh formulir Berita Acara Penilaian Mandiri yang terdapat pada aplikasi IRH;

b) Mengisi formulir Berita Acara Penilaian Mandiri dan ditandatangani oleh Ketua dan
8



seluruh anggota tim asesor;

¢) Mengunggah Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani ke dalam Aplikasi
IRH;

d) Berita Acara Penilaian Mandiri dikirimkan/submit secara elektronik melalui Aplikasi IRH

kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Hukum.

C. Mekanisme Penilaian IRH

Tim Penilai Nasional (TPN) dibentuk oleh Menteri Hukum yang bertugas untuk menilai IRH

pada Pemerintah Daerah. Mekanisme Penilaian IRH sebagai berikut :

1.

Tim Penilai Nasional menerima Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah dikirimkan secara
elektronik oleh Tim Asesor;

Masing-masing Koordinator Wilayah TPN dan Anggota melakukan validasi dan penilaian
terhadap hasil penilaian mandiri dan menjadi Nilai Awal;

Sekretariat Wilayah diberikan kesempatan melakukan klarifikasi terhadap Nilai Awal yang
telah dilakukan oleh Tim Penilai Nasional;

Masing-masing Koordinator Wilayah TPN menyusun dan menandatangani Berita Acara
Hasil Penilaian yang telah diklarifikasi oleh Sekretaris Wilayah dan menjadi Nilai Akhir;
Setelah diperoleh Nilai Akhir kemudian dilakukan Rapat Pleno oleh Tim Sekretariat Nasional
bersama Tim Penilai Nasional untuk menetapkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum

Pemerintah Daerah dengan kategori dan predikat sebagai berikut:

Tabel Kategori dan Predikat IRH

No Kategori Nilai/Angka Predikat

1 AA >90-100 Istimewa

2 A >80-90 Sangat Baik
3 BB >70-80 Baik

4 B >60-70 Cukup Baik
5 CcC >50-60 Cukup

6 C >30-50 Buruk

7 D 0-30 Sangat Buruk

Hasil penilaian IRH berupa Surat Hasil Penilaian dibuat oleh masing-masing Wilayah TPN
dan ditandatangani oleh Koordinator Wilayah TPN dan seluruh anggota.

Surat Hasil Penilaian yang telah ditandatangani oleh Koordinator Wilayah TPN dan seluruh
anggota TPN diteruskan ke dalam akun Ketua TPN (Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum).

Surat Hasil Penilaian melalui akun Ketua TPN diteruskan ke dalam akun Menteri Hukum.
9



9. Menteri Hukum menetapkan dan mengesahkan hasil penilaian IRH berupa:
a) Surat Menteri Hukum tentang Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah, disampaikan
kepada Pimpinan Pemerintah Daerah secara elektronik pada Aplikasi Penilaian IRH.
b) Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah,
disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dan Pemerintah Daerah.

Mekanisme Penilaian IRH oleh Tim Penilai Kementerian Hukum sebagaimana tercantum pada

Gambar di bawah ini :

Gambar Mekanisme Penilaian IRH oleh Tim Penilai Kementerian Hukum

Validasi dan Berita Acara

Tim Penilai penilaian Hasil

Penilaian

Penetapan Hasil

I Rapat Pleno

Surat Hasil
Penilaian
IRH

—
impinan Elektronik

K/L/Pemda

el Kepmenkum

Hukum Menteri Tentang
PAN RB Hasil

Penilaian
IRH
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BAB IV
APLIKASI PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH

A. Halaman Masuk Aplikasi
(Aplikasi Penilaian IRH dapat diakses pada laman https://irh.kemenkum.go.id untuk

dapat menggunakan Aplikasi Penilaian IRH akan diberikan usename dan password sesuai

dengan kewenangan yang diberikan).
Berikut langkah-langkah untuk masuk ke dalam aplikasi:

< > C 2 irhkemenkumham.go.id w & 00

Indalke Datarmas Lhilanrns : : 5
jf\ \deks Reformasi Hukun Tentang IRH Berita Produk Hukum Video
KEMENKUMHAM RI

Halaman login aplikasi

1. Buka aplikasi Penilaian IRH pada browser di laman https://irh.kemenkum.go.id

a) Masukkan username dan password dengan benar pada laman login;

b) Klik tombol Login;

c) Jika Login sukses, maka aplikasi akan menampilkan halaman dashboard dari aplikasi
tersebut. Jika username dan password pengguna masukkan salah, sistem akan

menampilkan pemberitahuan bahwa Username dan Password salah.

11



User Salah

Index Reformasi Hukum Me@masukkan user
atau password

© 2021 Kernenkasmbwm

Halaman Login Salah

d) Halaman Dashboard Aplikasi Penilaian IRH ditampilkan ketika user sudah bisa login
dengan benar kedalam Aplikasi Penilaian IRH

[

DN B TOSMAS] LK - RENS

Halaman Dashboard Aplikasi

e) Untuk keluar dari halaman Aplikasi Penilaian Indeks Refroamsi Hukum, pengguna bisa

klik tombol Sign Out yang terletak pada bagian kanan atas layar browser pengguna.
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Kermenterian Hulaun dan Hak Asasi Manusia

EVALUASI INTERNAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tingkat koordnas Kemeckumham untuk melakikan harmorssas: regiasi’ Memparkust koordnas: untuk melakukan harmonis

Tombol logout aplikasi
B. Halaman Pengguna
Halaman Pengguna akan ditampilkan setelah pengguna sudah bisa masuk ke dalam
aplikasi, untuk kewenangan pengguna biasa pada aplikasi hanya menampilkan 2 menu
pilihan, yaitu Menu Dashboard dan Menu LKE (Lembar Kerja Elektronik).
1. Menu Dashboard
Menu Dashboard aplikasi menampilkan hasil penilaian internal dari masing-

masing pengguna sesuai penilaian internal pengguna

Halaman User Dashboard

2. Menu LKE (Lembar Kerja Elektronik)
Menu LKE pada aplikasi digunakan oleh pengguna untuk melakukan pemenuhan data
dukung sesuai dengan parameter atau variabel yang sudah ditentukan. Berikut langkah-

langkah melakukan input data dukung aplikasi:

13



a) Klik menu LKE pada aplikasi maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

1
L]

E ° [ »

Halaman Menu Lembar Kerja

b) Pilih variabel yang akan dipenuhi data dukung yang diminta, kemudian Klik progress bar

pada kolom Data Dukung untuk masuk ke dalam menu input data dukung;

Halaman Lembar Kerja

c) Setelah masuk ke dalam menu input data dukung, aplikasi menampilkan Lembar Kerja
Elektronik sesuai dengan variabel, indikator, data dukung yang dibutuhkan serta
terdapat penilaian mandiri terhadap hasil pemenuhan data dukung tersebut, kemudian
pada menu ini diberikan akses untuk pengguna melakukan unggah dokumen data

dukung yang dimaksud
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Halaman Lembar Kerja Pemenuhan Data Dukung
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Pada menu ini pengguna melakukan pengunggahan dokumen data dukung yang dibutuhkan
sesuai variabel dan indikator yang dimaksud dan memberikan penilaian terhadap data yang
diunggah sesuai dengan pemenuhan parameter dari variabel dan indikator yang sudah
ditentukan.

. Halaman Pengguna

(Aplikasi Penilaian IRH dapat diakses pada laman https://irh.kemenkum.go.id untuk dapat

menggunakan Aplikasi Penilaian IRH akan diberikan usename dan password sesuai dengan
kewenangan yang diberikan). Berikut langkah-langkah untuk masuk ke dalam aplikasi:

1. Buka aplikasi Penilaian IRH pada browser di laman https://irh.kemenkum.go.id

< > C 25 irhkemenkumham.go.id w & 00 ¢

iE Ndeks kerormasi AukKum Tentang IRH Berita Produk Hukum Video
KEMENKUMHAM RI

Halaman Login Aplikasi

Setelah masuk atau login ke aplikasi melalui laman https://irh.kemenkum.go.id maka untuk
masuk ke login tim kerja melalui username dan password sesuai kewenangan yang diberikan

kepada Tim Kerja yaitu menggunggah data dukung penilaian IRH.

a. PenggunaTim Kerja Pemerintah Daerah
Laman Pengguna Tim Kerja Pemerintah Daerah Laman Pengguna tim kerja akan
ditampilkan setelah pengguna sudah bisa masuk ke dalam aplikasi, untuk kewenangan
pengguna pada aplikasi hanya menampilkan 4 menu pilihan, yaitu Menu Dashboard,

Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian), Rekapitulasi dan Produk Hukum.
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https://irh.kemenkum.go.id/
https://irh.kemenkum.go.id/

a. Menu Dashboard Klik tombol Login. Menu Dashboard aplikasi menampilkan hasil

penilaian mandiri dari masing-masing variabel dan indikator sesuai penilaian yang

dilakukan Tim Asesor.

Kementerian Luar Negerl

Laman Dashboard

b. Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian)

Menu LKP pada aplikasi digunakan oleh pengguna untuk melakukan pemenuhan data
dukung sesuai dengan variabel dan indikator yang sudah ditentukan. Berikut langkah-
langkah melakukan input data dukung aplikasi:

a. Klik menu LKP pada aplikasi maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

Yiem Mevja Marmentocien Luss Neger! | Perwviang

Pemenuhan Data Dokung

MAOENST I PO S memBRrat KOOIt i, mariukuban hsttrorissy 0r2s tehan Dinke

Hompatera: SOMAN SO0 POGME M40 DAIANCANG Deralutan DENNAMNY -l o
0ras Betum Dends

. Perniataan Oatabane Poratoran Peyundang undangan 2 0r15 Behun Dvda

Laman Menu Lembar Kerja
b. Pilih variabel yang akan dipenuhi data dukung yang diminta, kemudian klik progress

bar pada kolom Data Dukung untuk masuk ke dalam menu input data dukung;
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@ whxemenkumbamgo d sat

ndex Reformant Hukim Tim Kerja Kernanterian Luse N

LKP IRH 2022

Pemenuhan Dats Dukung

Klik Disini

Motnpetens: aDaratut SOU NS SE0834 DALANCANG DEralLesn DerUNaAng: wtdun o

4ang3n yang berkuolts 0r25 Belum Dinda
Kusalitns re-emOuinse aton deegulos: berbago petaturan perardy g oncegen ] o

’ Serdasarkan hasd reva 0/35 Belum Dty
% ] o

4 Penatesn Database Peraturan Perurcang undangan 0118 Behurm Dinlal

Laman Lembar Kerja
c. Setelah masuk ke dalam menu input data dukung, aplikasi menampilkan Lembar
Kerja Penilaian sesuai dengan variabel, indikator, data dukung yang dibutuhkan
serta terdapat penilaian mandiri terhadap hasil pemenuhan data dukung tersebut,
kemudian pada menu ini diberikan akses untuk pengguna melakukan unggah

dokumen data dukung yang dimaksud;
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-
Tim Kerja Kementerian Luar Negeri | Perancang Q"h

Tingikat kehadiran prmpinan tnggl dan pejabiat administrator dalem

heoutusan (mebioatian Deten PP/Kanad Kemerbumham dan nsta

Klik choose file yntuk
menggungah dokumen sesuai
I e vt oo LA N format yang diteniukan,

SR oy e e e

Pemgeiasan Dato Dukoung

Laman Lembar Kerja Pemenuhan Data Dukung
Pada menu ini pengguna melakukan pengunggahan dokumen data dukung yang
dibutuhkan sesuai variabel dan indikator yang dimaksud dan dapat memberikan penjelasan

terkait data dukung yang diunggah.

c. Menu Rekapitulasi
Menu Rekapitulasi aplikasi menampilkan hasil penilaian internal dari masing-masing
pengguna sesuai penilaian internal yang dilakukan Tim Asesor dan menampilkan hasil

rekapitulasi penilaian IRH.
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Rekapitulasi Nilai IRH

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan Indonesia

Variabel dan Indikator

Tingkat koordinast Kementerian Hukum dan Haok Asasi M. untulc medakubk
h ] . riouat din untuk takukan b a3l 25 22 19

reguisei

Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesual dengan Permenkumbam No 20
tahun 2015 sebagasmuna Permenturnhiam No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahian
atas Pecmenaumbam No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Ciara dan Prossdur
Pergharmonisasian Pembulatan dan Pemantspan Konsepsi RPULU untuk R, PP
don Raperpres dan Permenkumbam No. 22 Tahun 2018 tentong Pengharmonisasian
Rancangen Petatuoan Menten, Rancangan Peraluran Lembags, Pemenolah
Nonkamenoterian atau Rancangan Pemturan daci Lembaga Nonatndturn! oleh
1 Perancang Peraturan Perundang- undangan untuk Rancangan 10 4 4
Permenslernbaga Kelenghapen persyaratan harus disarmpahan dalam jangha wakty
pading lama S (lima) hati keda terhiung sejah tangge pemberitahunn dilersna oleh

rementenan pemohon

(Tinghat kesesusian RPUU yang duisguban hanmomsas: dengan daflar perencanoannya
soperti Prolegnes, Progsun PP/Perpees, Prognun Peratiran Menter/Kepata
Lembaga)

Tingkat kesesvaian kelengkapan persyaratan permohonan harmomsasi RPU yang
. diapuican Cengan daftar perencanasn atau kedutuhan hukum tertentu berdasarkan 6
N Drakarss

Tingkat kesesuaion kelenghapon persyaratan permohonan harmornisas!
b Rpermen/RPer L PN /RPerl Pﬁ{a'-) diajukan dengan daltar perencanaan stau t R 4
Robutuban hukuT tertentu berdosarkan (2in prakarss

Tingkat kehadsran pimpenan Lingoil dan pojobat admunistrator dalom rapat
2 PENQharmonisastan yang memili kewenangan dalam pengambilan keputusan 5 5 15
imelibatkan Dien PR/Kanwnl Kemenkumham don instansi pénmvakerss)

gy  Komp sparutur sipil neg bagal pe 9 p pecundang : ¥
g9an yang 25 212 226
1 Kebjakan pembdingan dan pengembangan Kompetens! ASN perancang peraturan 19 16.6 16.6

DEFUNGING UNTINGIN

K/L mengolokesikan anggeran untuk program pelatihan peringkaton kompetens:
1] Perancang 12 206 96
b K/L manugaskan ASN yang memenuli syarat untuk mengiyt polatihan Perancang 7 7 7
Peraturan Perundang undangan
Tmnghat pengembangan sompetens:, kohutsertaan poyebat perancang peraturan
2 perundang-undangan xiut Danbiogan Tekns. pelatihan work shop baik secora L 6 o

slasial maupun nonkiasikal

guidsi atau deregulasi berbagal p perundang-undang, as 32

Keby an tentang maonilodng dan evaluasl hucum techadap peraturan perundang

A} undangan dalam ranghka rereguiasi dan dereguisal peraturan perundang-undangan di 13
tingkat K1

2 Proporsl tahunan umiah Persturan Perundang-undangan (yang ada saat mi/ existing) 12

yang deavahuasi

3 Tindok Lanyut hasil evaluasi terhadop program Pembentuban Peraturan Perundang- 15
urdarngan
4 Tinghat kateriibatan pojab ungtonal anaks hukum dalam melakcian evaldas: N

Peraturan Perundang undangan

w P Datab Pe P dang undang. 15 15
1 Terbangunnya JOIM yang terintegraal dengan poctal JDINN 15
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM 100 90.2 41.6
TOpYOg © 2001 Kernookurmbam Pusdstin Kemneobumbam

Laman Rekapitulasi Pengguna Tim Kerja
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d. Menu Produk Hukum

Produk Hukum IRH

P wm g Aneie M
PERATURAN BP9 4 202 n
1 o
W
PLOMENKLAPUM &1 Tabun 202 =

Laman menu produk

e. Menu Tutorial
Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk teknis
penggunaan dari aplikasi Indeks reformasi hukum. Dalam menu ini juga disediakan

tutorial dalam bentuk video yang bisa pengguna saksikan.

NS Reforrman Mulkt e Tin Kenys Kementenian Luat Noger Pev e g @

Tutorial Penggunan Aplikas! IRH

Tutorial IRH TIM ASESOR

Laman Menu Tutorial
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b. Pengguna Tim Asessor Pemerintah Daerah
Menu ini digunakan oleh pengguna asesor untuk membuat daftar nama tim asesor yang
akan melakukan penandatanganan atas berita acara yang akan dikeluarkan oleh aplikasi
IRH secara otomatis.

1) Klik pada menu tim asesor maka akan ditampilkan laman sebagai berikut:

Laman Lembar Kerja Penilaian Data Dukung

2) Kemudian untuk menambah daftar penandatangan berita acara, pengguna klik tombol

tambah pada menu tim asesor.

“*Klik Tombol Tambah

Laman Menu Tim Asesor
3) Isi data daftar nama penandatangan berita acara penilaian mandiri indeks reformasi

hukum Pemerintah Daerah, berupa nama tim asesor, hama koordinator, dan nama
anggota. Anggota bisa ditambahkan sesuai dengan jumlah ketetapan masing-masing

Pemerintah Daerah.
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Caftar Narma Tim Asesor

Laman Input Tim Asesor

4) Setelah data diinput, pengguna bisa menyimpan hasil dengan melakukan klik tombol
Simpan.

5) Setelah tersimpan akan tampil list nama tim yang sudah terdaftar dalam sistem.
Terdapat tiga (3) aksi yang bisa dilakukan oleh pengguna setelah daftar tersimpan yaitu
spesimen tanda tangan, ubah tim, dan hapus.

6) Aksispesimen tanda tangan digunakan untuk menggunggah scan tanda tangan dengan
tipe file .png atau latar belakang putih bersih. Aksi ubah tim digunakan untuk melakukan
edit komposisi tim, dan aksi hapus digunakan untuk menghapus daftar nama tim yang

sudah didaftarkan dalam sistem.

Index Reformasi Hukum Asesor Kementerion Luar Negeri | Perancang @

Daftar Nama Tim Asesor

L Nama Tim Aksi

1 Tim Assesor Kemenlu Spesimen Tanda Tangsn m m

Pusdatn Kemenkumtam
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C.

Menu Kop Surat
Menu ini digunakan pengguna untuk menambahkan data identitas Pemerintah Daerah
yang akan digunakan sebagai kepala surat pada berita acara yang akan dikeluarkan

aplikasi IRH.
1) Klik pada menu kop surat maka akan muncul laman input data identitas Pemerintah

Daerah.

KOP SURAT BERITA ACARA

Laman Kop Surat

2) Isi data sesuai dengan identitas Pemerintah Daerahnya seperti Alamat Kantor,
Telephone, Faksimile, Laman Website, Surat Elektronik, Logo Instansi (lakukan proses
unggah logo dengan kondisi rekomendasi dimensi 400x450px dan tipe file

berekstensi .png dan .jpg).

Aswcor Karmver tacan Lusr Neger | Feranceng @

KOP SURAT BERITA ACARA

Laman Pengisian Kop Surat
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3) Setelah data diinput, pengguna bisa menyimpan hasil dengan melakukan klik tombol

Simpan.

d. Prosesi BeritaAcara

Setelah pengisian penilaian dan melengkapi data tim asesor serta kop surat sudah dilakukan

olehtim asesor, maka proses menghasilkan berita acara penilaian mandiri secara sistem sudah

bisa dilakukan dan akan dikirim secara sistem oleh Pengguna dengan kewenangan

Koordinator Tim Asesor.

1) Pilih menu LKP untuk bisa mengakses proses berita acara;

2) Unduh Berita acara yang ada pada sistem dengan mengarahkan kursor ke teks Klik disini;

3) Berita Acara ditanda tangani secara basah oleh tim sesuai dengan data yang sudah
didaftarkan pada sistem pada menu Tim Asesor.

4) Setelah berita acara selesai ditandatangani pengguna melakukan unggah dokumen hasil
scanning berita acara dalam bentuk PDF. Pilih choose file pada menu yang sama untuk
melakukan unggah file berita acara tersebut.

5) Langkah terakhir adalah melakukan klik tombol Kirim Penilaian jika berita acara sudah

diunggah dan penilaian sudah dilakukan semua. Maka proses penilaian selanjutnya akan

masuk ke dalam akun tim penilai Kementerian Hukum.

TOTAL N

—— KiIik link untuk unduh template
berita acara

S o Klik tombol Kirim Penilaian
— » untuk mengunggah berita acara
yang sudah final

Laman Prosesi Berita Acara Penilaian
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e. Menu Rekapitulasi
Menu Rekapitulasi aplikasi menampilkan hasil penilaian internal dari masing-masing

pengguna sesuai penilaian internal yang dilakukan Tim Asesor dan menampilkan hasil
rekapitulasi penilaian IRH. Hasil nilai pada menu rekapitulasi berupa nilai sementara yang
dapat berubah hingga semua variabel dan indikator dinilai oleh Tim Asesor dan Tim Penilai

Kementerian.

Rekapitulasi Nilai IRH

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan Indonesia
No Variabel dan Indikator Bobot Mandin Nasional

Tinghat koordinas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusla untuk melskuban

' 25 2 19
regulas!
1 10 4 4
20 RPUU yang dayuban harmonissy dengen daftar perencanssnrys
Progaun PP/ Petpres. Proguun Petaturan Identen/ Kepala
Lembaga
- ©
b 4 4 4
2 15 15 15
" ESd 212 226
' 1331 dan DEnPEMBANGan kompetentl ALN Derancang oersturan " 166 166
o
0 | S0 pe - N 2 " "
menugashan ASN yang meme: 3t UNtuk mengut pelatha g
e ¥ dang undangan ? ? 4
hedustsertaan pejabat perancang
2 petotian, workshop be . 3 o
m berbagal s 2
g 1353 Pushien terhadan perat ot
1 eregula Serequiats per erunda 2 "
2 Propors) tab lan Pery Pe dangan g 803 5o 2
G deevalua
2 Tirdak Lanpt hasd erahsani terhadap proGram Pembentulan Peraturan Perundang -
a Tingkat ketedibatan pejabat fungsional anais hukum dalam melakukan evakias
Peratiran Perundang undangan
w 15 15
1 Tesbangunnys JDOA yang tenntegrasi dengan portal SOSN 15
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMAS! HUKUM 100 90.2 a6

Pusdatin Kermenkasmnam

Laman Rekapitulasi Pengguna Tim Asesor
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Menu Produk Hukum

Menu produk hukum pada aplikasi ini digunakan pengguna untuk mengunduh kebijakan yang

berhubungan dengan Penilaian Mandiri IRH.
Menu Tutorial

Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk teknis penggunaan dari
aplikasi IRH. Dalam menu ini juga disediakan tutorial dalam bentuk video yang bisa pengguna

saksikan.

TUTORIAL PENGGUNAAN
APLIKASI IRH

irh.kemenkum.go.id/home/video

eks Reformasi Hukum

www.youtube.com/@indeksreformasihukum7458
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BAB V
VARIABEL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH

Pemenuhan Dokumen Penilaian IRH Pemerintah Daerah

A. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan

harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

1. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.
Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:
a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
b. Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);

Sistematika Naskah Akademik (berdasarkan Lampiran | Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011)
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C. Maksud dan Tujuan
D. Metode
BAB I KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoretis
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta
permasalahan yang dihadapi
D. Kajian terhadap implikasi penerapansistem baru yang akan diatur
dalam Undang-Undang atau Peraturan daerah terhadap aspek
kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban
keuangan negara
BAB llI EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
BAB VI PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah
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Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan
Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah
JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C.  Tujuan Penyusunan
D. Dasar Hukum
BAB Il POKOK PIKIRAN
BAB Il MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
B. Ruang Lingkup Materi
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA

c. Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Daerah;

d. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Panitia
Antar Perangkat Daerah pada halaman depan, halaman belakang dan lembar acak;

e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan
Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan
Daerah);

f. Surat Selesai Harmonisasi.

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan

Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

b. Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);
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Sistematika Naskah Akademik (berdasarkan Lampiran | Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011)

BAB | PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
B Identifikasi Masalah
C. Maksud dan Tujuan
D. Metode
BAB Il KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoretis
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta
permasalahan yang dihadapi
D. Kajian terhadap implikasi penerapansistem baru yang akan diatur
dalam Undang-Undang atau Peraturan daerah terhadap aspek
kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban
keuangan negara

BAB IlI EVALUAS|I DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
BAB VI PENUTUP
A, Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA

Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan
Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah

JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. |dentifikasi Masalah
C. Tujuan Penyusunan
D. Dasar Hukum
BAB Il POKOK PIKIRAN
BAB IlI MATERI MUATAN
A.  Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
B. Ruang Lingkup Materi
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
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c. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada halaman depan, halaman belakang dan
lembar acak;

d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan
Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan
Daerah);

e. Surat Selesai Harmonisasi.

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan

Peraturan Kepala Daerah Daerah

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah
yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

b. Penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (format terlampir);

Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan
Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah
JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C.  Tujuan Penyusunan
D. Dasar Hukum
BAB Il POKOK PIKIRAN
BAB Il MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
B. Ruang Lingkup Materi
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA

c. Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari
Sekretaris Daerah dan Pemrakarsa pada halaman depan, halaman belakang dan

lembar acak;
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d. Keputusan Kepala Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
atau surat izin prakarsa/surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
(jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah);

e. Surat Selesai Harmonisasi.

4. Tingkat kehadiran Pimpinan Tinggi pemrakarsa, Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat
pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik
secara langsung atau online. (Boleh diwakilkan oleh Pejabat Eselon Il dengan dibuktikan
dengan penugasan/disposisi).

Data dukung yang dilengkapi dan diunggabh:
Undangan, Daftar Hadir Pimpinan Tinggi pemrakarsa dan Pimpinan Tinggi Kanwil
Kemenkum, Notula, dan dokumentasi rapat pengharmonisasian. Jumlah data dukung

pada bagian ini harus inline dengan jumlah data dukung pada indikator sebelumnya.

B. Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas

1. Kebijakan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

Dokumen jumlah Perancang yang telah terdata oleh Instansi Pembina meliputi Data

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berupa matrik terlampir.

Misalnya terdapat 10 perancang dalam instansi pemerintah dan yang telah mendapatkan

akun 5 perancang, berarti 50% yang telah terdata oleh Instansi Pembina, berada pada

pilihan 41% - 60%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya.

a. Data Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam
indikator ini merupakan data jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan
dalam instansi Pemerintah.

b. Pemerintah Daerah menyampaikan data Perancang Perundang-undangan kepada
instansi Pembina dengan mengisi matrik yang berisi kolom yang terdiri atas nama,
NIP, jenjang jabatan, unit kerja, Mekanisme Pengangkatan, SK Pengangkatan,
Pangkat/gol ruang, sudah atau belum mengikuti pelatihan Fungsional Perancang
disertai screenshoot akun perancang.

c. Pemerintah Daerah telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan
Perundang-undangan ke Instansi Pembina namun belum mendapat surat jawaban
maka dianggap telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-
undangan. Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke Instansi Pembina.

d. Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada instansi

Pemerintah, dianggap telah terdata 81% — 90% perancang sudah mendapatkan akun
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oleh Instansi Pembina maka Instansi memilih pilihan b, dengan melampirkan surat
pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat
Eselon lll/setingkat di bidang kepegawaian.

e. Matrik Pengisian Data Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan.

Contoh pengisian matrik:
KOP Instansi

Mekanisme
Pengangiatan
(Pertama/ No. SK JF Pengangkatan
Inpassing/ Perancang PerUUan Pangkat/
Unit Kerja Perpindahan (pengangkatan (Pertama/ Gol.
Jabatan/ Inpassing/ Perpindahan Teraknir
Penyetaraan | Jabatan/ Penyetaraan Jabatan
Jabatan) *pitih |  dan/ atau kenaikan jenjang
satu diantara jabatan)

Jenjang
Jabatan

Sudah/ Alun / betum/

No. Nama NP (Screen shoot darl aplikasi e-perancang)

disertai Screen shoot sertifikat

Prahesti Sekar | 198902162012122002 | Perancang Direktorat Jenderal Pengangkatan | 1.Pengangkatan Pertama | fil/c Sudah mengikuti Pelatihan fungsional Ahl Pertama Tahun | Sudah memiliki Akun dengan menyertakan tampilan Profil data dir
PerUUan Anli | Peraturan PerUUan Pertama berdasarkan Keputusan 2016 Perancang PerUUan

Muda Menteri Hukum dan HAM
i., i
1},.

jenjang jabatan Ani
dasarkan Keputusan
enteri Hukum dan HAM
Nomor: SEK.2-727.KP.10.02
Tahun 2021 (TMT tanggal 21
September 2021)

Nomor  SEK.2-120.KP.03.04
Catatan: Dalam hal JF Perancai

Tahun 2017 (TMT : Tanggal 17
Novem!
memiliki akun perancang, mak:

o v 2017)
permohonan akun perancang kepada inst

Nama Jabatan,

(TTD dan Cap Dinas)

Nama Pejabat

2. Pengembangan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui
kegiatan pelatihan fungsional Perancang.
a. Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

1) Program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi perancang;

2) Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Formasi Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;

3) Surat penugasan mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan.

b. Catatan untuk indikator di atas sebagai berikut :

1) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan, instansi
pemerintah dianggap sudah menugaskan sebanyak 81% — 90% dari semua
perancang yang ada dari perancang yang ada di instansi pemerintahnya maka
instansi pemerintah memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan
tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon
[/ setingkat di bidang kepegawaian.

2) Pemerintah Daerah tidak mengolakasikan program dan anggaran pelatihan
fungsional perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional
menggunakan anggaran APBN Kementerian Hukum, maka instansi pemerintah
dianggap sudah menugaskan perancang yang tercantum dalam surat

pemanggilan peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-
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3)

4)

undangan dari instansi penyelenggara pelatihan fungsional.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki pegawai denga formasi Perancang
Peraturan Perundang-undangan maka harus melampirkan surat pernyataan
tidak memiliki pegawai dengan formasi Perancang Peraturan Perundang-
undangan yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon lll/setingkat dibidang
kepegawaian.

Penilaian periode tahun 2024 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Pertama (formasi CPNS Perancang Peraturan

Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama).

3. Keikutsertaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam

kegiatan Pengembangan Kompetensi

a. Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

Dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi Perancang Peraturan

Perundang-undangan antara lain pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar,

workshop, atau forum dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

baik secara klasikal maupun nonklasikal berupa surat tugas/surat perintah, sertifikat,

undangan, disposisi, atau daftar hadir yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah

atau non instansi pemerintah.
b. Catatan:

1)

2)

3)

Jika tidak memiliki perancang pada tahun 2024, Pemerintah Daerah membuat
Surat Pernyataan/Keterangan tidak memiliki Perancang Peraturan Perundang-
undangan yang ditandantangani oleh minimal pejabat eselon Ill/setingkat
dibidang kepegawaian.

Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada instansi
pemerintah, dianggap 81% — 90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan
kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan
tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat eselon
[ll/setingkat di bidang kepegawaian.

Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan
pengembangan kompetensi diperuntukkan bagi seluruh jenjang jabatan
peraturan perundang-undangan (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli
Utama) baik yang berasal dari pengangkatan Ahli Pertama, perpindahan jabatan

maupun penyetaraan jabatan.
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C. Kualitas berbagai Peraturan

berdasarkan hasil reviu

re-regulasi atau deregulasi

Perundang-undangan

1. Kebijakan tentang analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang sudah

berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi.
a. Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:
SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di daerah.
b. Catatan:
1) Data dukung nomor 1 dilihat dari nomor Surat Keputusannya (jika hanya 1 data
dukung maka dihitung 1 kegiatan).
2) Jika menggunakan istilah yang berbeda (lain) namun tujuannya untuk melakukan
analisis dan evaluasi/monitoring maka dapat dinilai.
3) Jika belum melakukan Kegiatan Analisis dan Evaluasi karena alasan/kendala
keterangan yang

tertentu dinilai ¢ namun melampirkan/unggah surat

ditandatangani oleh pejabat eselon Il.

D L rrrr—

Contoh: Surat Keputusan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Proporsi jumlah Peraturan Perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi
sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian
a. Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:
1) Daftar Peraturan Perundang-undangan di daerah yang ditargetkan untuk
dievaluasipada satu tahun sebelum tahun penilaian;
2) Daftar Peraturan Perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi
sesuaitarget pada satu tahun sebelum tahun penilaian;

3) Laporan hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan di daerah.
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b. Catatan:
Data dukung nomor 1 berupa daftar Peraturan Perundang-undangan di daerah yang
ditargetkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

TARGET PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG AKAN DIEVALUASI
PADA TAHUN 2024

NO JUDUL PERATURAN KETERANGAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan
Hutan

Pejabat Yang Berwenang,

Nama
NIP

Contoh: Daftar PUU yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian

3. Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan di
daerah.
Tindak lanjut hasil rekomendasi yang bersifat regulatif.
a. Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:
1) Program perencanaan pembentukan produk hukum daerah (mis: Propemperda,
Propemperkada, dll);
2) Dokumen pengusulan pembentukan produk hukum daerah (mis: Surat
Pengajuan Usul Rancangan Perda/Perkada); dan atau
3) Dokumen tindak lanjut/pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (mis: naskah
akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi/surat).
b. Catatan:
Hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan existing/lyang sudah
berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) yang
ditindaklanjuti. Tindak lanjut dapat berbentuk: masuk ke dalam Program Pembentukan
Produk Hukum Daerah, pengusulan ke dalam Program Pembentukan Produk Hukum
Daerah, dikeluarkannya kebijakan yang menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis
dan evaluasi (contoh: RKPD tahunan dan/atau dokumen lain yang menunjukkan
adanya tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi yang bersifat non-
regulasi); seperti pembentukan struktur kelembagaan tertentu untuk lebih

mengefektifkan pelaksanaan sebuah regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya
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manusia dll. Data dukung di atas bersifat alternatif dengan bobot nilai yang sama.

FORM TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Kementerian/Lembaga : BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional [imu Pengetahuan Dan Teknologi

No Rekomendasi Tindak Lanjut (TL) Progres Tindak Data Dukung Ketera
Lanjut (DD) ngan
(PTL)
Regulasi Non
Regulasi
1 2 3 - 5 6 7
BRIN saat ini sedang memproses pembentukan |1. Rancangan 1. Rancangan 1. surat Izin
peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Peraturan Peraturan Prakarsa
Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iimu Pemerintah Pemerintah . Draft Rancangan
Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan pelaksana tentang Rencana tentang Rencana Peretittan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tersebut Induk Pemajuan Induk Pemajuan
disimplifikasi menjadi 2 Peraturan pelaksana| Ilmu Pengetahuan llmu Pemerintah
yaitu: dan Teknologi Pengetahuandan | fentang Rencana
a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang| masih dalam Teknologi masih | Induk Pemajuan
Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan pembahasan dalam [imu
dan Teknologi internal pembahasan Pengetahuan dan
b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang internal Teknologi  dan
Penyelenggaraan [lmu Pengetahuan dan (2. Rancangan Paniasact
Teknologi. Peraturan 2. Rancangan e
Pemerintah Peraturan Peraturan
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintah Pemerintah
tentang Penyelenggaraan Illmu Pengetahuan dan Penyelenggaraan tentang tentang

Contoh: Form Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Tingkat keterlibatan Pejabat Fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan
evaluasi PUU existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau
deregulasi.
a. Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:
1) Rekap data Pejabat Fungsional Analis Hukum; dan
2) SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di daerah
yang melibatkan Pejabat Fungsional Analis Hukum.
Contoh:
Misalnya terdapat 10 pejabat analis hukum yang ada di Pemda dan terdapat 5
pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan
Perundang-Undangan di daerah, berarti 50%, berada pada pilihan < 51%, berarti
pilihan d. Demikian seterusnya.
b. Catatan:
Jika tidak memiliki Pejabat Fungsional Analis Hukum dapat melampirkan surat

keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. dan dapat dinilai d atau 50%.
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REKAP DATA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

No Nama NIP Pangkat/Gol Ruang Intansi/Unit Kerja Jabatan

1 |DwiArlieza, S.H., MH. | 19791251998031002 | Pembina (IV/a) Kemeterian/Lembaga, | Analis Hukum Ahli
Biro Hukum Madya

2 | Salsabila, S.H., M.H. 19811251998031002 | Penata (lli/c) Kemeterian/Lembaga, | Analis Hukum Ahli
Biro Hukum Muda

3 | Nidya Rama Suci, S.H. | 19891251998031002 | Penata Muda Tk. | Kemeterian/Lembaga, | Analis Hukum Ahli

(Ill/b) Biro Hukum Muda

4 | Putra Jaya Sentosa, S.H. | 19961251998031001 | Penata Muda (lll/a) | Kemeterian/Lembaga, | Analis Hukum Ahli

Biro Hukum Pertama

Kepala Biro Kepegawaian
Ttd

Nama
NIP.

Contoh: Rekap data Jabatan Fungsional Analis Hukum

D. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi

Hukum.

5.

Data Dukung yang diunggah :

Hasil unduh e-report yang dikirimkan.

Catatan:

a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar
Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

b. Indikator yang digunakan dalam penilaian JDIHN berdasarkan 7 Aspek dan 29
indikator Pengelolaan JDIH yang dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Nomor:
PHN.HN.03.05.87 Tanggal 8 November 2023;

c. Penilaian diambil dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan
hasil Penilaian Kinerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

d. Nilai JIDIHN Nihil berarti Anggota JDIHN mendapat nilai nihil karena tidak melakukan

pelaporan JDIH melalui e-report di bulan Desember di setiap tahunnya.
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Hasil unduh e-report yang
dikirimkan
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BAB VI
PENUTUP

Pedoman Penilaian IRH Pemerintah Daerah Tahun 2025 ini ditetapkan sebagai acuan
dalam pelaksanaan penilaian IRH baik bagi seluruh Pemerintah Daerah, maupun bagi
Kementerian Hukum Republik Indonesia selaku leading institution.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah
sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam
rangka penetapan kategori dan predikat reformasi hukum diharapkan secara bertahap dapat
diubah sehingga semakin mengarah kepada peningkatan reformasi hukum. Oleh karena itu,
diperlukan evaluasi kebijakan pelaksanaan penilaian IRH untuk mengetahui efektivitas

pedoman ini.
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LAMPIRAN |

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ... (diisi sesuai Kanwil masing-
masing)
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TIM SEKRETARIAT WILAYAH PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH DAERAH
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ... (diisi sesuai Kanwil masing-masing)

Menimbang

Mengingat

N~ To

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ... (diisi
sesuai Kanwil masing-masing) TENTANG TIM SEKRETARIAT WILAYAH
PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH

KESATU

KEDUA ;

KETIGA : dst

Ditetapkan di .....
pada tanggal

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM (diisi sesuai
Kanwil masing-masing),
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Lampiran |

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum tentang Tim Sekretariat
Wilayah Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun
2025 pada Pemerintah Daerah

Nomor : <<Nomor SK>> Tahun 2025

Tanggal : <<Tanggal>>

TIM SEKRETARIAT WILAYAH PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025

Penanggungjawab
Ketua Tim

PADA PEMERINTAH DAERAH

: Kepala Kantor Wilayah ... (diisi sesuai Kanwil masing-masing)
: Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum ... (diisi sesuai Kanwil masing-masing)

ZONA |
Koordinator (JF Ahli Madya)
Anggota 1.
2.
Fasilitator Teknologi
Informasi
Cakupan Zona | 1. Pemerintah Provinsi .....
2. Pemerintah Kabupaten/Kota....
3. dst.

ZONAI
Koordinator (JF Ahli Madya)
Anggota 1.
2.
Fasilitator Teknologi
Informasi
Cakupan Zona Il 1. Pemerintah Kabupaten/Kota....
2. Pemerintah Kabupaten/Kota....
3. dst.

Catatan:

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM,

Banyaknya zona disesuaikan dengan jumlah Kabupaten/Kota masing-masing.
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Lampiran |l

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum tentang Tim Sekretariat
Wilayah Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun
2025 pada Pemerintah Daerah

Nomor : <<Nomor SK>> Tahun 2025

Tanggal : <<Tanggal>>

URAIAN TUGAS

TIM SEKRETARIAT WILAYAH PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025

PADA PEMERINTAH DAERAH

1. Penanggung Jawab
Tugas: Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada
Pemerintah Daerah.

2. Ketua Tim
Tugas:

a.

b.
C.

Memastikan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah
sesuai dengan rencana;

Memonitor pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada
Pemerintah Daerah kepada penanggung jawab.

. Koordinator

Tugas:

a.
b.
C.

d.
Anggota

Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah
di wilayah masing-masing;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada
Pemerintah Daerah;

Melaporkan perkembangan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada
Pemerintah Daerah secara berkala;

Melaporkan hasil kegiatan di wilayah masing-masing kepada Ketua Tim.

Tugas:

a.

b.

C.

d.

e.

f.

g.

Memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah
Daerah sesuai pembagian wilayah;

Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah
Daerah;

Mencatat dan menyampaikan arahan, pertimbangan, saran serta pendapat dari setiap
pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;

Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada
Pemerintah Daerah secara berkala kepada Koordinator;

Menyusun konsep laporan kegiatan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah
Daerah;

Membantu melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi terkait;
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.

5. Fasilitator Teknologi Informasi
Tugas:

a.

b.

Memfasilitasi pelaksanaan transaksi elektronik pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi
Hukum;
Memberikan solusi elektronik atas kendala pada aplikasi IRH.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM,
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LAMPIRAN lI

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH DAERAH

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

Menimbang : a.
b. dst.
Mengingat : 1.
2.
3. dst.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG TIM PENILAI
MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH
DAERAH
KESATU
KEDUA
KETIGA : dst

Ditetapkan di ...............
pada tanggal ..................

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,
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Lampiran |

Surat Keputusan Tim Penilai Mandiri Indeks
Reformasi Hukum Tahun 2025 pada
Pemerintah Daerah

Nomor : <<Nomor SK>> Tahun 2025
Tanggal : <<Tanggal>>

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH DAERAH

I. Tim Asesor
Ketua
Anggota 1.
2.
3.
4.
5. dst.
Il. Tim Kerja
Ketua
Anggota 1.
2.
3.
4.
5. dst.

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,
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Lampiran Il

Surat Keputusan Tim Penilai Mandiri Indeks
Reformasi Hukum Tahun 2025 pada
Pemerintah Daerah

Nomor : <<Nomor SK>> Tahun 2025
Tanggal : <<Tanggal>>

URAIAN TUGAS
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH DAERAH

Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah memiliki

tugas sebagai berikut:

1.

Ketua Tim Asesor bertugas: Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri
Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada

Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Anggota Tim Asesor bertugas:

a. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian
mandiri khusus bagi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada Aplikasi
Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

b. Melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota

Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

Ketua Tim Kerja bertugas: Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks

Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Anggota Tim Kerja bertugas:

a. Menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel
penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;

b. Mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

C. Melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi
Hukum Tahun 2025 kepada Ketua.

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,
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LAMPIRAN Il

Indikator

1. Pengajuan permohonan
pengharmonisasian sesuai dengan:
a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan UU Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan
kedua atas UU Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
Permenkumham Nomor 22 Tahun
2018 tentang Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan perundang-
undangan yang dibentuk di daerah
oleh perancang peraturan
perundang-undangan

Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah

Keluaran (Data Dukung)

Rancangan Peraturan Daerah
yang berasal dari Pemerintah
Daerah:

a. Surat permohonan
pengharmonisasian
Rancangan Peraturan
Daerah yang ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang

b. Naskah akademik,
penjelasan dan/atau
keterangan mengenai
urgensi dan pokok pikiran
Rancangan Peraturan
Daerah yang selaras
sistematika dan materi
muatannya;

c. SKPembentukan Panitia
Antarperangkat Daerah;

d. Rancangan Peraturan
Daerah yang sudah diparaf
oleh seluruh Panitia
Antarperangkat Daerah;
pada halaman depan,
halaman belakang dan
lembar acak

e. Program Pembentukan
Peraturan Daerah atau Surat
1zin prakarsa / surat izin
pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah (jika tidak
termasuk dalam daftar
Program Pembentukan
Peraturan Daerah);

f.  Surat Selesai Harmonisasi.

Kuesioner

(Bobot 6)

Tingkat kesesuaian
kelengkapan
persyaratan
permohonan
harmonisasi Rancangan
Peraturan Daerah yang
berasal dari Pemerintah
Daerah :

a. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenuhi 6 kriteria
persyaratan

b. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenuhi 5 kriteria
persyaratan

c. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenubhi 4 kriteria
persyaratan

d. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenubhi 3 kriteria
persyaratan

e. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenubhi 2 kriteria
persyaratan

f.  Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenubhi 1 kriteria
persyaratan

a7

Harmonisasi regulasi/ memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (Bobot 25)

Petunjuk

Kesesuaian Permohonan Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dari Pemerintah Daerah, dengan program pembentukan Peraturan

Daerah dan Penyelesaian proses Harmonisasi. Kelengkapan yang perlu
diunggah (6 Kriteria dalam file terpisah)

a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah

yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

b. Naskah akademik penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi

dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah yang selaras
sistematika dan materi muatannya;
c. SK Pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah;

d. Rancangan Peraturan Daerah yang sudah diparaf oleh seluruh Panitia

Antarperangkat Daerah;

e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat |zin prakarsa/ surat izin
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk
dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah)

f.  Surat Selesai Harmonisasi.

Pilih @) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 6 kriteria
persyaratan
Pilih b) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 kriteria
persyaratan
Pilih c) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria
persyaratan
Pilih d) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria
persyaratan
Pilih e) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria
persyaratan
Pilih f) Jika Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria
persyaratan

Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 90, jika pilihannya c nilainya
80, jika pilihannya d nilainya 70, jika pilihannya e nilainya 60, dan jika
pilihan f nilainya 50.

Panduan Untuk
Pengampu
(Instansi Pembina)

Untuk semua
Rancangan Peraturan
Daerah yang berasal
dari Pemerintah
Daerah

Pengampu akan
melihat Kelengkapan 5
kriteria (Kelima kriteria
harus dibuat dalam file
yang terpisah dan
diupload).

Maka:

Jika 6 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
A 100

Jika 5 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
B 90

Jika 4 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
C 80

Jika 3 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
D 70

Jika 2 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
E 60

Jika 1 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
F 50



Indikator

1. Pengajuan permohonan
pengharmonisasian sesuai dengan:
a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan UU Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan
kedua atas UU Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
Permenkumham Nomor 22 Tahun
2018 tentang Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan perundang-
undangan yang dibentuk di daerah
oleh perancang peraturan
perundang-undangan

Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah

Keluaran (Data Dukung)

Rancangan Peraturan Daerah

yang berasal dari DPRD :

a. Surat permohonan
pengharmonisasian
Rancangan Peraturan
Daerah yang ditandatangani
oleh pejabat yang
berwenang;

b. Naskah akademik atau
penjelasan/keterangan;

¢. Rancangan Peraturan
Daerah yang telah
mendapatkan paraf
persetujuan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah; pada halaman
depan, halaman belakang
dan lembar acak;

d. Program Pembentukan
Peraturan Daerah atau Surat
1zin prakarsa / surat izin
pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah (jika tidak
termasuk dalam daftar
Program Pembentukan
Peraturan Daerah);

e. Surat Selesai Harmonisasi.

Kuesioner

(Bobot 6)

Tingkat kesesuaian
kelengkapan
persyaratan
permohonan
harmonisasi Rancangan
Peraturan Daerah yang
berasal dari Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah :

a. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenuhi 5 kriteria
persyaratan

b. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenubhi 4 kriteria
persyaratan

c. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenuhi 3 kriteria
persyaratan

d. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenubhi 2 kriteria
persyaratan

e. Usulan Rancangan
Peraturan Daerah
memenubhi 1 kriteria
persyaratan
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Petunjuk

Kesesuaian Permohonan Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dari DPRD, dengan program pembentukan Peraturan Daerah dan

Penyelesaian proses Harmonisasi. Kelengkapan yang perlu diunggah (5
Kriteria dalam file terpisah)

a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah

yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

b. Naskah akademik atau penjelasan/keterangan;

c. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf
persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat 1zin prakarsa/ surat izin
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk
dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah).

e. Surat Selesai Harmonisasi.

Pilih @) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 kriteria
persyaratan
Pilih b) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria
persyaratan
Pilih c) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria
persyaratan
Pilih d) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria
persyaratan
Pilih e) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria
persyaratan

Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, jika pilihannya c nilainya
75, jika pilihannya d nilainya 60, jika pilihannya e nilainya 50.

Variabel I: Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi

Panduan Untuk
Pengampu
(Instansi Pembina)

Untuk semua
Rancangan Peraturan
Daerah yang berasal
dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Pengampu akan
melihat Kelengkapan 5
kriteria (Kelima kriteria
harus dibuat dalam file
yang terpisah dan
diupload).

Maka:

Jika 5 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
A 100

Jika 4 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
B 85

Jika 3 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
C75

Jika 2 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
D 60

Jika 1 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
E 50



Indikator

1. Pengajuan permohonan
pengharmonisasian sesuai dengan:
a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan UU Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan
kedua atas UU Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
Permenkumham Nomor 22 Tahun
2018 tentang Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan perundang-
undangan yang dibentuk di daerah
oleh perancang peraturan
perundang-undangan
Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah

Keluaran (Data Dukung)

Rancangan Peraturan Kepala

Daerah :

a. Surat permohonan
pengharmonisasian
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah yang
ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang;

b. Penjelasan/keterangan atas
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah dari
perangkat daerah
pemrakarsa; dan

¢. Rancangan Peraturan
Kepala Daerah yang telah
mendapat persetujuan
sekretaris daerah dan
pemrakarsa pada halaman
depan, halaman belakang
dan lembar acak;;

d. Keputusan Kepala Daerah
tentang Program
Pembentukan Peraturan
Kepala Daerah atau Surat
1zin prakarsa/ surat izin
pembentukan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
(jika tidak termasuk dalam
daftar Program Pembentukan
Peraturan Kepala Daerah);

e. Surat Selesai Harmonisasi.

Kuesioner

(Bobot 6)

Tingkat kesesuaian

kelengkapan

persyaratan

permohonan

harmonisasi Rancangan

Peraturan Kepala

Daerah yang berasal

dari Kepala Daerah :

a. Usulan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah memenuhi
5 kriteria
persyaratan

b. Usulan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah memenuhi
4 kriteria
persyaratan

¢. Usulan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah memenuhi
3 kriteria
persyaratan

d. Usulan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah memenuhi
minimal 2 kriteria
persyaratan

e. Usulan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah memenuhi
minimal 1 kriteria
persyaratan
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Petunjuk

Kesesuaian Permohonan Harmonisasi rancangan Peraturan Kepala
Daerah yang berasal dari kepala Daerah, dengan perencanaan
pembentukan Peraturan Kepala Daerah dan Penyelesaian proses
Harmonisasi. Kelengkapan yang perlu diunggah (5 Kriteria dalam file
terpisah):

a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala

Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

b. Penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari

perangkat daerah pemrakarsa; dan
c. Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat
persetujuan dari perangkat daerah yang membidangi hukum;

d. Keputusan Kepala Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan

Kepala Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah (jika tidak termasuk dalam
daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah);

e. Surat Selesai Harmonisasi.

Pilih a) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 5
kriteria persyaratan

Pilih b) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 4
kriteria persyaratan

Pilih ¢) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 3
kriteria persyaratan

Pilih d) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 2
kriteria persyaratan

Pilih e) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 1
kriteria persyaratan.

Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya
60, jika pilihannya d nilainya 40, dan jika pilihannya e nilainya 20,

Variabel I: Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi

Panduan Untuk
Pengampu
(Instansi Pembina)

Untuk semua
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah.

Pengampu akan
melihat Kelengkapan 5
kriteria (Kelima kriteria
harus dibuat dalam file
yang terpisah dan
diupload).

Maka:

Jika 5 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
A 100

Jika 4 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
B 85

Jika 3 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
C75

Jika 2 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
D 60

Jika 1 kriteria lengkap
diupload maka nilainya
E 50



Variabel I: Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi

Indikator

2. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi

pemrakarsa di daerah dalam rapat
pengharmonisasian yang memiliki
kewenangan dalam pengambilan
keputusan

Keluaran (Data Dukung)

Undangan, Daftar Hadir pimpinan
tinggi pemrakarsa di daerah,
Notula dan dokumentasi rapat
pengharmonisasian

Catatan :

1. .(Boleh diwakilkan oleh
Pejabat Eselon Il dengan
dibuktikan dengan
penugasan/disposisi)

2. Jumlah data dukung pada
bagian ini harus inline
dengan jumlah data dukung
pada indikator sebelumnya.

Kuesioner

(Bobot 7)

Tingkat kehadiran pimpinan tinggi

pemrakarsa di daerah dalam rapat

pengharmonisasian yang memiliki

kewenangan dalam pengambilan

keputusan

a. 91% - 100% dihadiri oleh minimal
Pimti Pratama pemrakarsa di
daerah

b. 81% - 90% dihadiri oleh minimal
Pimti Pratama pemrakarsa di
daerah

c. 61% - 80% dihadiri oleh minimal
Pimti Pratama pemrakarsa di
daerah

d. 41% - 60% dihadiri oleh minimal
Pimti Pratama pemrakarsa di
daerah

e. 21% - 40% dihadiri oleh minimal
Pimti Pratama pemrakarsa di
daerah

f. < 21% dihadiri oleh minimal Pimti
Pratama pemrakarsa di daerah.
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Petunjuk

Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di
daerah yang memiliki kewenangan pengambilan
keputusan dalam setiap rapat pengharmonisasian.
Dipersyaratkan kehadiran rapat
pengharmonisasian minimal dihadiri Pimti Pratama
pemrakarsa di daerah. Misalnya dalam 10 kali
rapat, berapa kali rapat yang diikuti pimpinan tinggi
pemrakarsa di daerah dalam setiap rapat
pengharmonisasian.

Jika dari 10 kali rapat hanya 3 kali rapat yang
diikuti pimpinan, berarti 30% dikuti, berada pada
pilihan 21% - 40%, berarti pilihan e. Demikian
seterusnya.

Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika
pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya
40. jika pilihannya e nilainya 20, jika pilihannya f
nilainya 10

Panduan Untuk Pengampu
(Instansi Pembina)

Untuk semua Pemda dalam level
yang sama.

Dari dokumen yang diupload,
Pengampu melihat banyak
jumlah rapat. Pengampu juga
melihat rapat yang diikuti
pimpinan tinggi pemrakarsa di
daerah dalam setiap rapat
pengharmonisasian.

Persentase= (Jumlah rapat yang
diikuti pimpinan yang memiliki
kewenangan )/(Total Jumlah
Rapat) X 100%

Jika pada interval 91% - 100%
maka nilainya 100

Jika pada interval 81% - 90%
maka nilainya 80

Jika pada interval 61% - 80%
maka nilainya 60

Jika pada interval 41% - 60%
maka nilainya 40

Jika pada interval 21% - 40%
maka nilainya 20

Jika < 21% maka nilainya 10



Variabel Il: Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas (Bobot 25%)

1.

Indikator

Kebijakan pembinaan Perancang
peraturan perundang-undangan

Keluaran (Data Dukung)

Dokumen Jumiah Perancang
yang tetah terdata oleh
Instansl Pembina meliput
Data Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-
undangan berupa matrik
terlampir

Kuesioner

{Bobot 7)

Instansi Pemerintah
menyampaikan data perancang
Peraturan Perundang-undangan
kepada Instansi Pembina:

a.
b,

c.

91% - 1007 perancang
sudah mendapatkan akun,
B1% — 90% perancang
sudah mendapatikan akun.
71% - 80% perancang sudah
mendapatkan akun.

61% - V0% perancang sudah
mendapatkan akun,

51% - B0% perancang sudah
mendapatkan akun,

= 50% perancang sudah
mendapatkan akun.
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Petunjuk
Panduan untuk K/IL/PD

Tingkal keikutsertaan Pejabatl  Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-
undangandakam pengembangan
kompetensi perancang.

Pilih sesual dengan yang dilakukan pada
masing-masing instansi pemerintah,

Milai pifhan disesuaikan dengan
keteradaan jumiah pejabat perancang di
masing-masing instansi pemerintah.

Catatan:

1) Dalam hal K/LFD telah menyampaikan
Perancang
Peraturan  Perundang-undangan ke
belum
maka
akun

permohonan akun
Instansi  Pembina namun
mendapat  suralt  jawaban
dianggap telah mendapatkan
Perancang Peraluran  Perundang

undangan. Dibukikan dengan surat
Instans

permohonan
Pembina.
2) Jika tdak

akun ke

akun  oleh

mendapatian

b, dengan  melampirkan

kepegawaian .

lerdapat  Perancang
Peraturan Perundang-undangan pada
Instansi Pemerintah, dianggap telah
terdata 81% - 90% perancang sudah
Instansi
Pembina maka Instansi memilih pilihan
surat
pernyataan fidak memiliki - perancang
vang ditandatangani oleh paling rendah
pejabat Eselon lllisetingkat di bidang

Panduan Untuk Pengampu
(Instansi Pembina)

Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat
banyak jumiah perancang yang telah
mendapatkan akun Perancang Peraluran
Perundang-undangan dari Instansi Pemmbina.

Persentase= (Jumiah perancang yang
mendapatkan akun Perancang Peraturan
Perundang-undangan V(Tolal Jumlah Perancang)
X 100%

Jika pada interval 91% - 100% maka nikainya 100
Jika pada interval 819% - 90% maka nilainya S0
Jika pada interval 719% - 80% maka nilainya 80
Jika pada Interval 61% - 70% maka nilalmya T0
Jika pada interval 51% - 60% maka nilaimya 60
Jika < 50% maka nilainya 50

Calatan.
1)Dalam hal KLUPD telah menyampaikan
permohonan akun Perancang  Perafuran

Perundang-undangan ke Instansi  Pembina
namun belum mendapal sural jawaban maka
dianggap felsh mendapatkan akun Perancang
Peraturan Perundang-undangan. Dibuktikan
dengan swral permohonan akun ke Instansi
Pembina.

2uika tidak terdapat Perancang Peraturan
Perundang-undangan pada Instansi Pemerintah,
dianpgap felah terdata 81% — 90% perancang
sudah mendapatkan akun oleh Instansi Pembina
maka Instansi memilih piihan b, dengan
melampirkan surat pemnyataan tidak memiliki
perancang yang ditandatangani oleh  paling
rendah pejabat Eselon lllselingkat di bidang
kepegasaian .



Variabel [I: Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal draffer) yang berkualitas

Indikator

Keluaran (Data Dukumng)

Kuesioner
(Bobot12)

Petunjuk

Panduan Untuk Pengampu
(Instansi Pembina)

2. Pengembangan kompetensi
perancang peraturan
perundang-undangan
melalu kegiatan pelatinan
fungsional Perancang

Dokumen Jumlah Perancang
yang dilwgaskan mengikuti

Pelatinan Fungsional
Perancang Peraturan
Perundangundangan

m eliputi:

1. Program dan anggaran
pelatinan fungsional
Perancang

2. Surat Keputusan Calon
Pegawai Megeri Sipil
dengan Formasi Jabatan
Fungsional  Perancang
Peraturan Perundang-
undangan

3 Surat penugasan
mengikuti pelatinan
fungsional pErancang
peraturan perundang-
undangan.

Instansi Pemerntah
menugaskan Pejabat

Fungsional
Perancang Peraturan
Perundang-
undangan yang
memenuhi syarat
urituk mengikuti
pelatinan Perancang
Peraturan
Perndang-
undangan:

a. 91%- 100% dan

SEMUA
perancang yang
ada

81% — 90% dari
SEMUA
perancang yang
ada.

T1% - 80% dari
SEMUA
perancang yang
ada.

61% - T0% dari
SEMUA
perancang yang
ada.

51% - 80% dari
SEMmMUa
perancang yang
ada.

= BD% dari
SEMmMUa
perancang yang
ada

Proporsi jumlah Pejabat Fungsional Perancang
Peraturan Pemundangundangan yang ditlwgaskan
mengikuti pelatinan Fungsional Perancang
Peraturan Perundangundangan terhadap jumlah
keseluruhan perancang yang ada pada Instansi
Pemerntah.

Misalrya terdapat 10 perancang dalam Instansi
Pemerintah dan masih menugaskan 5 perancang
yang mengikuti pelatihan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan, berarti 50% yang
ditugaskan, berada pada pilhan 41% - 80%, berarti
pilihan d. Demikian s eterusnya.

Jika pilihan a nilaima 100, pilihan b nilairma 90, jika
pilihannya ¢ nilainya 80, jika pilihanmya d nilainya 70.
jika pilihanmya e nilainya 80, jika pilihanmya  nilainya
R0

Catatan:
1. Jika tidak terdapat Perancang Peraturan
Perundangundangan,  Instansi Pemerintah

dianggap sudah menugaskan sebanyak 81% —
0% dari semua perancang yang ada dari
Perancang yang ada di Instansi Pemenntahnya
maka Instansi Pemerntah memilih pilihan b,
dengan melampikan surat pernyataan tidak
memiliki perancang yang ditandatangani oleh
paling rendah pejabat Eselon I/ setingkat di

bidang kepegawaian.
2. Dalam hal Instansi Pengguna  tidak
mengolakasikan  program dan anggaran

pelatinan fungsional Perancang dengan alasan
anggaran pelatihan fungsional menggunakan
anggaran APBM Kementerian Hukum dan HAM
maka Instansi Pemerntah dianggap sudah
menugaskan perancang yang tercantum dalam
surat pemanggilan peserta pelatihan fungsional
Perancang Peraturan perundanglndangan dari
instansi Peryelenggara pelatinan fungsional

3. Untuk penilaian perode Tahun 2024 yang dinila
adalah uniuk Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama (yang formasi CPMNS
Perancang Peraturan PerUUAN Ahli Pertama)i
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Darn dokumen yang diupload, Pengampu melihat bamyak
pelatihan
Fungsional Perancang Peratwran Perundangundangan

jumlah  perancang vyang telah mengikuti

Ahli Pertama.

Persentase= (Jumlah perancang yangtelah mengikuti
pelatinan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan }(Total Jumlah Perancang) X 100%

Jika pada interval 91% - 100% maka nilairya 100
Jika pada interval 81% - 50% maka nilainya S0
Jika pada interval 71% - 80% maka nilainya 80
Jika pada interval 61% - 70% maka nilainya 70
Jika pada interval 51% - 80% maka nilainya &0
Jika = 21% maka nilairya 50

Catatan :

.

Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-
undangan, Instansi Pemerntah dianggap sudah
menugaskan sekbanyak 81% - 90% dari semua
perancang vang ada dar Perancang yang ada di
Instansi Pemermtahmya maka Instansi Pemerntah
memilih pilihan b, dengan melampifkan surat
pemyataan tidak memiliki perancang yang
ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon LI/

setingkat di bidang kepegawaian.

2. Dalam hal Instansi Pengguna tidak mengolakasikan

progam dan anggaran pelathan  fungsional
Perancang dengan alasan anggaran pelatihan
fungsional menggunakan anggaran APBN

Kementerian  Hukum dan HAM  maka

pelatinan fungsional
perundang-Undangan dan
pelatinan fungsional.

Perancang
instansi

3. Untuk penilaian periode Tahun 2024 yang diniai
untuk  Perancang Peratoran Perundang-
CPNS

adalah
Undangan Ahli Pertama (yang formasi
Perancang Peraturan PerUUAM Ahli Pertama)

Instansi
Pemerintah dianggap sudah menugaskan perancang
yang tercantum dalam surat pemanggilan peserta
Peraturan
Penyelenggara



Variabel Il: Kompetensi perancang peraturan perundang -undangan (legal drafter) yang berkualitas

Indikator

Keluaran (Data Dukung)

Kuesioner
(Bobot 6)

Petunjuk

Panduan Untuk Pengampu

(Instansi Pembina)

3. Keikutsertaan pejabat perancang
peraturan perundang-undangan
dalam kegiatan pengembangan
kompetensi

Dokumen jumlah
keikutsertaan pengembangan
kompetensi perancang
peraturan perundang-
undangan antara lain
pelatihan teknis, bimbingan
teknis, seminar, workshop,
atau forum dalam bidang
pembentukan Peraturan
Perundang-undangan baik
secara klasikal maupun
nonklasikal berupa surat
tugas/ surat perintah, sertifikat,
undangan, disposisi, atau
daftar hadir yang
diselenggarakan oleh Instansi
Pemerintah atau non instansi
pemerintah.

Tingkat keikutsertaan pejabat
perancang peraturan perundang-
undangan dalam pengembangan
perancang:

a. 91% - 100% perancang
mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi .

b. 81% — 90% perancang
mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi .

c. 71% - 80% perancang
mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi .

d. 61% - 70% perancang
mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi .

e. 51% - 60% perancang
mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi .

f. < 50% perancang mengikuti
kegiatan pengembangan
kompetensi
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Tingkat keikutsertaan pejabat
perancang peraturan perundang-
undangan dalam pengembangan
kompetensi perancang:

Pilih sesuai dengan yang dilakukan

pada masing-masing Instansi
Pemerintah.
Nilai pilihan disesuaikan dengan

keberadaan jumlah pejabat
perancang di  masing-masing
Instansi Pemerintah.

Catatan:
Jika tidak terdapat Perancang
Peraturan  Perundang-undangan
pada Instansi Pemerintah,
dianggap 81% — 90% perancang
mengikuti kegiatan pengembangan
kompetensi  dengan  nilai b.
Dibuktikan dengan melampirkan
surat pernyataan tidak memiliki
perancang Yyang ditandatangani
oleh paling rendah pejabat Eselon
II/setingkat di bidang
kepegawaian .

Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak
jumlah perancang yang telah mengikuti pengembangan
kompetensi pejabat perancang peraturan perundang-
undangan.

Penilaian:

Persentase= (Jumlah perancang yang telah mengikuti
pengembangan kompetensi Perancang Peraturan
Perundang-undangan )/(Total Jumlah Perancang) X
100%

Jika pada interval 91% - 100% maka nilainya 100
Jika pada interval 81% - 90% maka nilainya 90
Jika pada interval 71% - 80% maka nilainya 80
Jika pada interval 61% - 70% maka nilainya 70
Jika pada interval 51% - 60% maka nilainya 60
Jika < 50% maka nilainya 50

Catatan.

Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-
undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap 81% —
90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan
kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan
melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang
yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon
lli/setingkat di bidang kepegawaian .



Variabel lll: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 30%)

1. Kebijakan tentang
analisis dan evaluasi
peraturan perundang-
undangan yang sudah
berlaku (existing) di tingkat
daerah dalam rangka re-
regulasi atau deregulasi

SK Kegiatan
analisis dan
evaluasi
peraturan
perundang-
undangan di
daerah; dan/atau
SK Kegiatan
Monitoring
peraturan
perundang-
undangan

Pemda melakukan kegiatan
analisis dan evaluasi
peraturan perundang-
undangan di daerah dalam
satu tahun anggaran yang
dibuktikan dengan data
dukung

a.Sudah melakukan lebih
dari 1 (satu) kali kegiatan
dalam satu tahun anggaran
b.Sudah melakukan 1
(satu) kali kegiatan dalam
satu tahun anggaran.
c.Belum melakukan
kegiatan analisis dan
evaluasi peraturan
perundang-undangan di
daerah.

Kebijakan Pemda melakukan kegiatan
analisis dan evaluasi peraturan perundang-
undangan di daerah

Pilih a, jika kegiatan analisis dan evaluasi
peraturan perundang-undangan di daerah
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu
tahun anggaran

Pilih b. jika kegiatan analisis dan evaluasi
peraturan perundang-undangan di daerah
dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun
anggaran.

Pilih ¢, jika belum pernah melakukan analisis
dan evaluasi PUU di daerah.

Jika pilihan:

Pilihan a nilainya 100
pilihan b nilainya 75
Pilihan c nilainya 50

Catatan:

1. Data Dukung Nomor 1 dilihat dari
nomor Surat Keputusannya (jika
hanya 1 data dukung maka dihitung
1 kegiatan)

2. Jika menggunakan istilah yang berbeda
(lain) namun tujuannya untuk melakukan
analisis dan evaluasi/monitoring maka
dapat dinilai

3. Jika belum melakukan Kegiatan analisis
dan evaluasi karena alasan/kendala
tertentu dinilai c namun
melampirkan /Upload surat keterangan
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Untuk semua Pemda dalam level yang sama. Kebijakan
Pemda melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan di daerah

Pilih a, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan di daerah dilakukan lebih dari 1 (satu)
kali dalam satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan lebih
dari 1 (satu) SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi PUU dan/atau
SK Kegiatan Monitoring peraturan perundang-undangan satu
tahun sebelum tahun penilaian.

Pilih b, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan di daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam
satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan 1 (satu) SK
Kegiatan Analisis dan Evaluasi PUU dan/atau SK Kegiatan
Monitoring peraturan perundang-undangan pada satu tahun
sebelum tahun penilaian.

Pilih c, jika Pemda belum pernah melakukan analisis dan
evaluasi PUU (tidak mengupload data dukung atau data
dukung tidak sesuai.

Jika pilihan:

Pilihan a nilainya 100
pilihan b nilainya 75
Pilihan ¢ nilainya 50



Variabel lll: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu

2. Proporsi jumlah
peraturan
perundang-
undangan di
daerah yang
berhasil di
evaluasi sesuai
target pada satu
tahun sebelum
tahun penilaian

Daftar peraturan
perundang-undangan
di daerah yang
ditargetkan untuk
dievaluasi pada satu
tahun sebelum tahun
penilaian;

Daftar peraturan
perundang-undangan
di daerah yang
berhasil dievaluasi
sesuai target pada
satu tahun sebelum
tahun penilaian;
Laporan hasil evaluasi
peraturan perundang-
undangan di daerah

Proporsi jumlah peraturan perundang-
undangan di daerah yang berhasil di
evaluasi sesuai target pada satu tahun
sebelum tahun penilaian.

a. 86%- 100% berhasil dievaluasi

b. 71%- 85%berhasil dievaluasi

c. 51% - 70% berhasil dievaluasi

d. <51% berhasil dievaluasi
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Proporsi jumlah peraturan
perundang-undangan di daerah
yang berhasil di evaluasi sesuai
target pada satu tahun sebelum
tahun penilaian

Cukup jelas

Jika

pilihan a nilainya 100,
pilihan b nilainya 85,
pilihannya c nilainya 70,
pilihannya d nilainya 50,

Catatan:

Data dukung nomor 1 berupa
daftar peraturan perundang-
undangan di daerah yang
ditargetkan dan ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang

Untuk semua Pemda dalam level yang Berbeda.
Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-
Undangan di daerah (yang ada saat ini/existing) yang
berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun
sebelum tahun penilaian

Persentase=(Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di

daerah yang berhasil dievaluasi sesuai target) = (Total
Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang
ditargetkan untuk dievaluasi) X 100%

Jika pilihan a nilainya 100, pilihan bnilainya 85, jika
pilihannya c nilainya 70, jika pilihannya d nilainya 50,



Variabel Ill: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (30%)

3. Tindak lanjut
rekomendasi hasil
analisis dan evaluasi
peraturan perundang-
undangan di daerah.

Tindak Lanjut Hasil analisis 6
dan Evaluasi yang bersifat
Regulatif

1. Program
perencanaan
pembentukan produk
hukum daerah (mis;
Propemperda,
Propemperkada, dl) ;

2. Dokumen pengusulan
pembentukan produk
hukum daerah (mis;
Surat Pengajuan Usul
Rancangan
Perda/Perkada); dan
atau

3. Dokumen tindak
lanjut/pemanfaatan
hasil analisis dan
evaluasi (mis: naskah
akademik/penjelasan/
keterangan,
konsepsi/surat).

Rekomendasi hasil
analisis dan evaluasi
peraturan perundang-
undangan dapat berupa
rekomendasi yang
bersifat Non Regulasi
seperti pembentukan
struktur baru untuk lebih
mengefektifkan
pelaksanaan sebuah
regulais, peningkatan
kompetensi SDM dll.

Hasil evaluasi peraturan perundang-undangan

di daerah yang ditindaklanjuti:
a. 86%- 100% yang ditindaklanjuti
b. 71%- 85% yang ditindaklanjuti
c. 51% - 70% yang ditindaklanjuti
d. <51% yang ditindaklanjuti
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Hasil analisis dan evaluasi
peraturan perundang-undangan
existing/yang sudah berlaku di
tingkat daerah (Pemerintah
Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota) yang
ditindaklanjuti. Tindak lanjut dapat
berbentuk: masuk ke dalam
Program Pembentukan Produk
Hukum Daerah, pengusulan ke
dalam Program Pembentukan
Produk Hukum Daerah,
dikeluarkannya kebijakan yang
menindaklanjuti rekomendasi
hasil analisis dan evaluasi
(contoh: RKPD tahunan dan/atau
dokumen lain yang menunjukkan
adanya tindak lanjut hasil
rekomendasi analisis dan
evaluasi yang bersifat non-
regulasi); dan/atau pemanfaatan
hasil analisis dan evaluasi dalam
kajian-kajian (contoh: naskah
akademik/penjelasan/keterangan,
konsepsi).

Cukup jelas

Jika

pilihan a nilainya 100
pilihan b nilainya 85
pilihannya c nilainya 70
pilihannya d nilainya 50

Untuk semua Pemda dalam level yang
Berbeda. Hasil evaluasi peraturan perundang-
undangan di daerah yang ditindaklanjuti.

Persentase=(Jumlah hasil evaluasi peraturan
perundang-undangan di daerah yang
ditindaklanjuti) + (Total hasil evaluasi
peraturan perundang-undangan di daerah
yang dievaluasi) X 100%

Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya
85, jika pilihannya c nilainya 70, jika
pilihannya d nilainya 50.



Tingkat keterlibatan
pejabat fungsional
Analis Hukum dalam
melakukan analisis
dan evaluasi PUU
eksiting/yang sudah
berlaku di Tingkat
daerah dalam rangka
re-regulasi dan
deregulasi.

1

2.

Rekap data pejabat
fungsional Analis
Hukum; dan

SK Kegiatan analisis
dan evaluasi
peraturan perundang-
undangan di daerah
dan/atau SK Kegiatan
Monitoring Perda
yang melibatkan
pejabat fungsional
Analis Hukum.

Proporsi tingkat keterlibatan pejabat
fungsional analis hukum dalam
melakukan evaluasi Peraturan
Perundang-Undangan di daerah

a.

86% - 100% pejabat fungsional
analis hukum dilibatkan dalam
melakukan evaluasi Peraturan
Perundang-Undangan di daerah.
71% — 85% pejabat fungsional analis
hukum dilibatkan dalam melakukan
evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan di daerah.

51% - 70% pejabat fungsional analis
hukum dilibatkan dalam melakukan
evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan di daerah.

< 51% pejabat fungsional analis
hukum dilibatkan dalam melakukan
evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan di daerah.
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Pemda melibatkan pejabat analis
hukum dalam melakukan evaluasi
Peraturan Perundang-Undangan di
daerah. Lihat rekap data pejabat
fungsional analis hukum dan SK
Kegiatan analisis dan evaluasi
Peraturan Perundang-Undangan di
daerah dan/atau SK Kegiatan
Monitoring peraturan perundang-
undangan.

Jika

pilihan a nilainya 100
pilihan b nilainya 85
pilihannya c nilainya 70
pilihannya d nilainya 50.

Variabel Ill: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (30%)

Persentase= (Jumlah pejabat analis hukum
yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi
Peraturan Perundang-Undangan di daerah) +
(Total Jumlah pejabat analis hukum yang ada)
X 100%

Jika pada interval 86% - 100% maka nilainya
jﬁ)(cz)a pada interval 71% - 85% maka nilainya
?ﬁ(a pada interval 51% - 70% maka nilainya
Ziclla < 51% maka nilainya 50

Catatan:

Jika tidak memiliki pejabat fungsional analis
hukum dapat melampirkan surat keterangan
yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
dan Dapat dilinai D atau 50

a nilainya 50



Variabel IV: Penataan Database Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran (Data Kuesioner Petunjuk Panduan Untuk Pengampu
Dukung) (Instansi Pembina)
Pengelolaan JDIH 1. Hasil unduh e-report 20 Laman JDIH KL/Pemda: A. Nilai JDIHN 86 — 100 = 20 A. Nilai JDIHN 86 — 100 = 20
terintegrasi sesuai dengan yang dikirimkan B. Nilai JDIHN 76 — 85 = 17 B. Nilai JDIHN 76 — 85 = 17
Standar Pengelolaan A. Nilai JDIHN 86 — 100 C. Nilai JDIHN 66 — 75 = 15 C. Nilai JDIHN 66 — 75 =15
Dokumen dan Informasi B. Nilai JDIHN 76 — 85 D. Nilai JDIHN 0 - 65 =13 D. Nilai JDIHN 0 - 65 =13
Hukum C. Nilai JDIHN 66 — 75 E. Tidak mengirimkan E-Report E. Nilai JDIHN NIHIL = 0
D. Nilai JDIHN 0 - 65 Nilai NIHIL = 0
E. Niai JDIHN NIHIL =0 Catatan:

a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar
Pengelolaan Dokumen dan Informasi
Hukum;

b. Indikator yang digunakan dalam penilaian
JDIHN berdasarkan 7 Aspek dan 29
indikator Pengelolaan JDIH yang
dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Nomor:
PHN.HN.03.05.87 Tanggal 8 November
2023;

c. Penilaian diambil dari Surat Keputusan
Menteri Hukum dan HAM tentang
Penetapan hasil Penilaian Kinerja
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum;

d. Nilai IDIHN Nihil berarti Anggota JDIHN
mendapat nilai nihil karena tidak
melalukan pelaporan jdih melalui e-report
di bulan desember di setiap tahunnya
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